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ABSTRAK

Perkembangan  teknologi  digital ~memunculkan
berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
yang menuntut adanya perlindungan hukum yang efektif bagi
korban. Indonesia telah mengatur penanganan KBGO melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE). Namun, keberadaan kedua regulasi tersebut masih
menimbulkan persoalan disharmoni norma hukum yang
berpotensi  menyebabkan ketidakpastian hukum dan
mengurangi efektivitas perlindungan korban. Penelitian ini
bertujuan menganalisis bentuk disharmoni antara UU TPKS
dan UU ITE dalam penanganan KBGO serta merumuskan
model harmonisasi hukum yang ideal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus
dan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier menggunakan metode kualitatif.
Penelitian ini menggunakan konsep harmonisasi hukum untuk
menganalisis relasi normatif antara UU TPKS dan UU ITE,
teori perlindungan hukum untuk mengkaji pemenuhan hak-
hak korban, serta magasid al-syari‘ah sebagai landasan
filosofis dalam membangun sistem hukum yang berorientasi
pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat
manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni
antara UU TPKS dan UU ITE terjadi karena perbedaan
paradigma pengaturan, ketidakjelasan penerapan asas lex
specialis derogat legi generali, serta tumpang tindih
kualifikasi terhadap perbuatan KBGO yang berdampak pada
ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan korban.
Penyelesaiannya dilakukan melalui harmonisasi substantif
dengan menegaskan UU TPKS sebagai regulasi khusus dalam
penanganan KBGO yang berkarakter kekerasan seksual,
menyelaraskan penerapan UU ITE, serta mengintegrasikan



perlindungan dan pemulihan korban dalam pedoman
penegakan hukum. Dalam perspektif magasid al-syari‘ah,
harmonisasi tersebut diarahkan untuk mewujudkan Aifz al- ‘ird
(perlindungan kehormatan), sehingga tercipta kepastian
hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan bagi korban.

Kata Kunci: Disharmoni Hukum, UU TPKS, UU ITE, KBGO,
Hifdz al-ird.
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ABSTRACT

The development of digital technology has given rise
to various forms of Online Gender-Based Violence (OGBYV),
requiring effective legal protection for victims. In Indonesia,
the legal framework governing OGBYV is primarily regulated
under Law Number 12 02022 on Sexual Violence Crimes (the
TPKS Law) and Law Number 1 of 2024 on Electronic
Information and Transactions (the ITE Law). However, the
coexistence of these two statutes has created normative legal
disharmony, resulting in potential legal uncertainty and
reducing the effectiveness of victim protection. This study
aims to analyze the forms of disharmony between the TPKS
Law and the ITE Law in addressing OGBV and to formulate
an ideal model of legal harmonization.

This research employs a normative legal research
method using statutory, conceptual, and case approaches. The
analysis is conducted on primary, secondary, and tertiary legal
materials through a qualitative method. The study applies the
concept of legal harmonization to examine the normative
relationship between the TPKS Law and the ITE Law, the
theory of legal protection to assess the fulfillment of victims'
rights, and maqgasid al-shari‘ah as the philosophical foundation
for developing a legal system oriented toward public welfare
(maslahah), justice, and the protection of human dignity.

The findings indicate that the disharmony between the
TPKS Law and the ITE Law arises from differences in
regulatory paradigms, ambiguity in the application of the
principle of lex specialis derogat legi generali, and overlapping
legal classifications of OGBV-related acts, resulting in legal
uncertainty and inadequate victim protection. The resolution is
pursued through substantive harmonization by affirming the
TPKS Law as a special regulation for addressing OGBV
characterized as sexual violence, harmonizing the application
of'the ITE Law, and integrating victim protection and recovery
into law enforcement guidelines. From the perspective of
magqasid al-shari‘ah, such harmonization is directed toward

Vii



realizing hifz al-‘ird (protection of honor), thereby ensuring
legal certainty, substantive justice, and the realization of
benefits for victims..

Keywords: Legal Disharmony, TPKS Law, ITE Law, Online
Gender-Based Violence (OGBYV), hifdz al-‘ird.
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MOTTO

Tidak ada yang menyakitimu selain pikiranmu, tidak ada
yang membatasimu selain ketakutanmu, dan tidak ada yang
mengendalikanmu selain keyakinanmu. Jangan lari dari apa

yang menyakitimu, karvena dari luka pemahaman tumbuh
begitupun proses penyembuhan menemukan jalan dan

maknanya.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang
dipakai dalam penelitian tesis ini berpedoman kepada Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan
0543b/U/1987 tanggal 10 september 1987.

I. Konsonan Tunggal

Tabel Transliterasi Konsonan

| Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa $ es (dengan titik

di atas)

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik
di bawah)

¢ Kha Kh ka dan ha
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Dal D De
Zal Z Zet (dengan titik
di atas)
Ra R Er
Zai Z Zet
Sin S Es
Syin Sy es dan ye
Sad S es (dengan titik
di bawah)
Dad d de (dengan titik
di bawah)
Ta t te (dengan titik
di bawah)
Za z zet (dengan titik
di bawah)
‘ain Koma terbalik
(di atas)
Gain G Ge
Fa F Ef
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S Qaf Q Ki

&l Kaf K Ka

J Lam L El

B Mim M Em

o Nun N En

g Wau W We

A Ha H Ha

¢ Hamzah ¢ Apostrof
¢ Ya Y Ye

Il. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

E Ditulis Sunnah
ile Ditulis ‘Tlah
I1l. Ta’ Marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan £
Ll Ditulis al-Ma’idah
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da3l Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan £

el 45 laa ditulis Mugaranah al-

Mazahib

1V. Vokal Pendek

1 = fathah ditulis A
2 = kasrah ditulis I
3 : dammah ditulis U
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V. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis A
Ol ditulis Istihsan
Fathah + y@’ ditulis A
mati ditulis Uns$a
il
Kasrah + ya’ ditulis I
mati ditulis Al- ‘Alwani
sl
Dammah + ditulis U
wawu mati ditulis ‘Ulum
oste
V1. Vokal Rangkap
Fathah + ya’ ditulis Ai
mati ditulis Gairihim
pR _ne
Fathah + wawu | ditulis Au
mati ditulis Qaul
J
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VIl. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

asill Ditulis a’antum
e Ditulis u’iddat
a5 8% Al Ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf gamariyyah

o Al

Ditulis

al-Qur’an

bl

Ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan

menggandakan

huruf

syamsiyyah

yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)

nya.

Al

Ditulis

Ar-Risalah
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Ditulis

An-Nisa’

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya

Ditulis

Ahl ar-Ra’yi

A Jal

Ditulis

Ahl as-Sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong
transformasi signifikan dalam pola interaksi sosial, namun
pada saat yang sama melahirkan bentuk-bentuk kejahatan
baru, salah satunya Kekerasan Berbasis Gender Online
(KBGO), yaitu jenis kekerasan yang ditujukan untuk
melecehkan gender dan  seksualitas melalui  sarana
teknologi.! Fenomena ini kian kompleks karena ragam
bentuknya yang terus berkembang, seperti cyber grooming,
sextortion, cyber harassment, revenge porn, peretasan, hingga
impersonasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan
kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga merusak martabat,
privasi, serta keamanan digital korban yang mayoritas adalah
perempuan dan kelompok rentan. Semua tindakan tersebut
menunjukkan bagaimana teknologi digunakan untuk
mengeksploitasi dan melakukan kekerasan berbasis gender di

dunia maya.?

L Sitti Munawwarah, “Kekerasan Berbasis di Era Digital :
Tantangan Baru Bagi Perempuan”, Jurnal Tana Mana, Vol. 6, No. 1, April
2025, him. 331-332.

2 Neydelin Tiara Salsabila, Sudarto, “Perlindungan Hukum
Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)
(Studi  kasus putusan nomor 147/PID.B/2023/PN TLK), LEX
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Kasus tersebut meningkat seiring penggunaan internet
yang lebih intensif, terutama pascapandemi COVID-19.
Laporan Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat 1.801 kasus
KBGO, menunjukkan peningkatan signifikan dalam lima

tahun terakhir.®

Sementara itu, SAFEnet dalam laporan
pemantauan hak-hak digital triwulan III 2023 menerima 275
aduan terkait KBGO, hampir separuhnya berupa penyebaran
konten intim non-onsensual. Angka ini menggambarkan
bahwa ruang digital telah menjadi salah satu arena utama
kekerasan gender modern, dan kehadiran negara melalui
perangkat hukum yang memadai menjadi sangat mendesak.
Indonesia sebenarnya telah memiliki dua instrumen
hukum yang berkaitan langsung dengan KBGO. Pertama,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara komprehensif
mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk
mekanisme pemulihan, pendampingan, restitusi, rehabilitasi,

dan penghapusan konten digital.* Kedua, UU Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008

PROGRESSIUM,” :Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum
Vol.1 Issue 1(Februari, 2024), him. 67.

3 Komnas HAM, Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap
Perempuan Tahun 2023, 12 Agustus 2024.

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Tahun 2022
Nomor 88.



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang
mengatur berbagai perilaku melanggar hukum di ruang digital,
seperti distribusi konten bermuatan kesusilaan, ancaman,
peretasan, dan penyalahgunaan data.® Meski demikian, UU
ITE pada dasarnya lebih bersifat teknologis dan tidak secara
eksplisit dirancang untuk menangani kekerasan berbasis
gender, sehingga implementasinya sering kali tidak
sepenuhnya selaras dengan kebutuhan perlindungan korban
KBGO.®

Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya dapat
saling melengkapi, tetapi hingga kini belum sepenuhnya
selaras, baik dalam aspek norma maupun cakupan tindak
pidana. Disharmoni ini memunculkan potensi multitafsir dan
tumpang tindih penegakan hukum. Contohnya, penyebaran
konten intim tanpa persetujuan dapat dijerat melalui Pasal 14—
18 UU TPKS, tetapi dalam praktik sering diproses
menggunakan Pasal 27 UU ITE yang tidak berbasis pada
perspektif korban. Akibatnya, aparat lebih menekankan

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2024, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58; Lembaran
Negara Tahun 2016 Nomor 251; Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 14.

6 Komnas Perempuan, Catahu 2023: Laporan Tahunan
Kekerasan terhadap Perempuan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023),
him. 45-47.



pembuktian teknis dibanding kebutuhan korban, sehingga
menimbulkan risiko reviktimisasi.

Disharmoni tersebut tampak dalam kasus Alwi di
Pandeglang (2023)’ pelaku menyebarkan konten intim korban
tanpa persetujuan, sebuah tindakan yang jelas masuk kategori
KBGO dan dapat dikenakan Pasal 14-18 UU TPKS, namun
penanganan kasus ini tetap menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU
ITE tentang muatan kesusilaan. Lembaga advokasi seperti
ICJR menilai bahwa penggunaan UU ITE dalam kasus
semacam ini tidak mengutamakan perspektif korban dan aspek
gender, karena penekanannya lebih pada pembuktian konten
bukan pada pemulihan korban seperti yang diamanatkan UU
TPKS.

Perlu ditegaskan bahwa kasus Alwi di Pandeglang
tersebut, sebagaimana kasus-kasus lain yang turut disinggung
dalam penelitian ini, digunakan semata-mata sebagai contoh
konkret untuk mengilustrasikan persoalan disharmoni norma,
bukan sebagai data empiris yang menjadi objek utama
penelitian. Penelitian ini tetap berpijak pada penelitian hukum
normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis
konflik norma antara UU TPKS dan UU ITE, sedangkan
kasus-kasus yang diangkat berfungsi sebagai pelengkap

sekaligus penguat argumentasi atas persoalan normatif yang

" Tiara Rahmawati Nurdin, “Revenge Porn dan Hak Atas Martabat
Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban,”
Jurnal Staatsrecht, VVol. 3 No. 1 (2023), him. 65.



telah diidentifikasi melalui pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konseptual, sejalan dengan penempatan
pendekatan kasus (case approach) sebagai alat legal reasoning
sebagaimana dijelaskan pada bagian Metode Penelitian.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun UU
TPKS telah memberikan dasar hukum yang lebih
komprehensif, praktik penanganan kasus masih didominasi
oleh UU ITE. Kondisi in1 menegaskan adanya disharmoni
regulasi yang berdampak langsung pada perlindungan korban
dan meningkatkan potensi reviktimisasi. Oleh karena itu,
harmonisasi antara UU TPKS dan UU ITE menjadi kebutuhan
mendesak agar penanganan kasus KBGO dapat berjalan secara
efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak korban.

Secara normatif, titik krusial disharmoni antara UU
TPKS dan UU ITE terletak pada perbedaan rumusan dan
orientasi pasal-pasal yang mengatur perbuatan di ruang digital.
Dalam UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual
berbasis elektronik secara eksplisit tercantum dalam Pasal 14
sampai dengan Pasal 18, yang mencakup perbuatan perekaman
tanpa persetujuan, distribusi konten bermuatan seksual,
ancaman penyebaran konten intim (sextortion), hingga
manipulasi  konten digital, dengan penekanan pada
perlindungan korban, pemulihan, dan penghapusan konten.
Sebaliknya, UU ITE masih bertumpu pada Pasal 27 ayat (1)

tentang distribusi atau transmisi muatan yang melanggar



kesusilaan, yang secara konseptual tidak dirancang untuk
menangani kekerasan berbasis gender, melainkan untuk
menjaga ketertiban informasi elektronik.

Titik  disharmoni  yang  paling  fundamental
sesungguhnya tidak terletak sekadar pada perbedaan
redaksional pasal, melainkan pada perbedaan konstruksi unsur
delik (elements of the offense) yang menjadi inti pembuktian
kedua undang-undang. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS
mensyaratkan unsur ketiadaan persetujuan (non-consent)
sebagai unsur inti delik, sehingga pembuktiannya berpusat
pada relasi antara pelaku dan korban. Sebaliknya, Pasal 27 ayat
(1) UU ITE mensyaratkan unsur pelanggaran kesusilaan
(obscenity) yang bersifat evaluative moral dan sama sekali
tidak mempersoalkan ada atau tidaknya persetujuan korban,
sehingga pembuktiannya berpusat pada karakter konten,
bukan pada relasi pelaku-korban. Perbedaan unsur delik inilah
yang menjadi akar disharmoni normatif antara kedua undang-
undang, sebab satu perbuatan faktual yang identik dapat
memenuhi rumusan delik yang berbeda sekaligus
menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda bagi korban,
sebagaimana akan dibuktikan secara sistematis melalui
matriks konflik unsur delik pada Bab IV.

Perbedaan konstruksi norma ini menimbulkan persoalan
serius, karena perbuatan yang sama dapat dikualifikasikan

secara berbeda, sebagai kejahatan kesusilaan dalam UU ITE



atau sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU
TPKS. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung memilih
pasal yang lebih dahulu dikenal dan mudah diterapkan, yaitu
Pasal 27 ayat (1) UU ITE, meskipun pasal tersebut tidak
menyediakan mekanisme perlindungan korban seperti
restitusi,  rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan
penghapusan konten digital sebagaimana diatur dalam UU
TPKS. Kondisi ini mempertegas bahwa masalah utama bukan
hanya pada praktik penegakan hukum, tetapi pada konflik
substansi norma antar-pasal yang melahirkan ketidakpastian
hukum dan berpotensi mereproduksi reviktimisasi terhadap
korban KBGO.

Perbedaan orientasi dasar antara UU TPKS dan UU ITE
menjadi salah satu persoalan penting dalam penanganan
KBGO. UU TPKS berorientasi pada pemberian hak terhadap
korban dengan penghapusan kekerasan dan pemulihan korban
melalui instrumen yang komprehensif seperti pendampingan,
rehabilitasi, restitusi, serta jaminan non-diskriminasi.®
Sebaliknya, UU ITE lebih menitikberatkan menitikberatkan
pada pengaturan lalu lintas informasi elektronik, keamanan

digital, dan aspek teknis tindak pidana siber. Perbedaan

8 Dana Haura Salsabila dan Rahtami Susanti, ”’Kekerasan Seksual
Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Jurnal UM
Purwokerto Law Review Faculty of Law, Vol. 4 No. 2 (Agustus 2023), him.
269.



orientasi normatif ini menyebabkan penanganan kasus KBGO
sering kali tidak terpadu dan tidak berperspektif korban,
karena aparat penegak hukum lebih cenderung menggunakan
ketentuan UU ITE sebagai dasar pemidanaan meskipun UU
TPKS menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih
progresif. Hal in1 mengakibatkan UU TPKS dianggap belum
diterapkan secara optimal dan merata oleh aparat penegak
hukum.’

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
ketidakharmonisan regulatif antara kedua undang-undang
telah menimbulkan konsekuensi yuridis berupa tumpang
tindih kewenangan, perbedaan rumusan norma, hingga potensi
ketidakpastian hukum yang berujung pada tidak terpenuhinya
hak-hak korban secara optimal.

Dengan demikian, harmonisasi norma tidak hanya
penting untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan
bahwa sistem hukum berjalan sesuai nilai perlindungan
manusia yang menjadi inti maqgasid al-syari‘ah. Oleh karena
itu, diperlukan kajian hukum yang bersifat yuridis normatif
untuk menelaah bagaimana interaksi norma antara UU TPKS
dan UU ITE berlangsung, di mana letak ketidaksesuaiannya,
serta bagaimana harmonisasi hukum ideal dapat dirumuskan

guna memperkuat perlindungan korban KBGO. Idealisme

® Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah, “Implementasi Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,”
Jurnal Negara Hukum, VOL. 14 NO. 2, (November 2023), him. 163



harmonisasi hukum juga relevan apabila menggunakan
pendekatan keislaman, yaitu magasid al-syari‘ah yang dapat
dijadikan dasar aksiologis dalam merumuskan sinkronisasi
tersebut, karena prinsip-prinsipnya menekankan perlindungan
terhadap martabat (‘ird), jiwa (nafs), akal, keamanan, dan
kemaslahatan individu.

Fokus utama penelitian ini berada pada level substansi
norma (legal substance), yaitu menganalisis ketidaksesuaian
rumusan pasal, perbedaan definisi, ruang lingkup tindak
pidana, serta orientasi perlindungan dalam UU TPKS dan UU
ITE. Penelitian ini tidak berfokus pada mekanisme penegakan
hukum atau kelembagaan, tetapi pada analisis norma sebagai
sumber utama konflik regulatif. Dengan demikian, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan
praktis bagi pembaruan hukum nasional dalam mewujudkan
sistem perlindungan korban KBGO yang lebih -efektif,
berkeadilan, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan
selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam magasid al-

syart ‘ah.

10 Affizatul Mua’malah, Mufidah Cholil dan Musataklima,
“Perspektif Magashid Al-Syari’ah Jamaluddin Al-‘Athiyyah Terhadap
Urgensi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kdrt,
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025), him. 11.
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk disharmoni antara UU TPKS dan UU
ITE dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender
Online (KBGO) serta apa dampaknya terhadap
perlindungan korban?

2. Bagaimana disharmoni UU TPKS dan UU ITE dalam
penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

perspektif magdasid al-syari‘ah?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan dan menganalisis norma UU
TPKS dan UU ITE dalam penanganan Kekerasan
Berbasis Gender Online (KBGO) serta mengkaji
dampaknya terhadap efektivitas perlindungan
korban.dapat dilindungi dari reviktimisasi.
b. Untuk melihat disharmoni antara UU TPKS dan UU
ITE dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender
Online (KBGO) dengan perspektif magqgasid al-
syari‘ah .
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoretis
Secara teoretis, penelitian ini memperkaya
kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan

terkait penanganan KBGO dengan mengidentifikasi



11

bentuk disharmoni antara UU TPKS dan UU ITE
serta implikasinya bagi perlindungan korban.
Penelitian ini juga menawarkan perspektif magqasid
al-syari‘ah sebagai dasar normatif bagi rekonstruksi
hukum nasional yang lebih berorientasi pada
kemaslahatan. Dengan demikian, temuan penelitian
dapat berkontribusi pada pengembangan teori
perlindungan korban, viktimologi digital, dan hukum
siber.
b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan
rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam
merumuskan harmonisasi UU TPKS dan UU ITE
agar lebih efektif dan berpihak pada korban. Hasil
kajian ini juga dapat meningkatkan konsistensi aparat
penegak hukum dalam menangani KBGO serta
meminimalkan reviktimisasi. Selain itu, temuan
penelitian bermanfaat bagi lembaga layanan dan
pendamping dalam memperkuat strategi
perlindungan, sekaligus membantu masyarakat

memahami mekanisme pemenuhan hak-hak korban.
D. Telaah Pustaka

Pertama, artikel karya Astri Widia Safela, Hadi
Mahmud, dan Nourma Dewi judul tentang Perlindungan

Hukum terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Online
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(KBGO) Ditinjau dari UU ITE, artikel ini mengkaji
penggunaan UU ITE dalam menangani KBGO serta menilai
bahwa perlindungan korban melalui regulasi tersebut masih
belum optimal karena pasal-pasalnya multitafsir, tidak sensitif
gender, dan minim instrumen pemulihan seperti rehabilitasi
maupun penghapusan konten.'! Berbeda dari artikel tersebut,
penelitian tesis penulis mengkaji ketidaksinkronan antara UU
TPKS dan UU ITE, menganalisis dampaknya terhadap korban,
dan merumuskan model sinkronisasi ideal berbasis magqgdasid
al-syari‘ah, sehingga menawarkan kontribusi teoretis dan
praktis yang lebih luas.

Kedua, artikel Efektivitas Aturan Hukum yang Menjerat
Kekerasan Gender Berbasis Online karya A.A. Putri, U.P.
Pamungkas, dan H. Anwa mengkaji efektivitas penerapan
aturan hukum yang digunakan untuk menindak pelaku
KGBO.'2 membahas efektivitas aturan hukum dalam menjerat
pelaku KBGO, dan menyoroti kendala pembuktian digital,
sensitivitas gender aparat, serta keterbatasan pemulihan
korban. Meskipun penting, penelitian tersebut belum mengkaji

hubungan antar-regulasi. Penelitian ini melengkapi celah itu

11 Astri Widia Safela dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Ditinjau Dari UU
ITE,” Jurnal Dimensi Vol 13, No 1 (2024).

2 Adhelia Ananda Putri dkk, “Efektivitas Aturan Hukum yang
Menjerat Kekerasan Gender Berbasis Online,” Jurnal Iblam Law Review,
Vol. 4 No. 1 (2024).
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dengan menganalisis disharmoni kedua undang-undang secara
normatif dan dampaknya terhadap perlindungan korban.
Ketiga, artikel Korban Sekstorsi Perspektif Undang-
Undang ITE 2024 dan UU TPKS 2022 karya V.A. Taurima dan
D.N. Setyawan membahas perlindungan hukum terhadap
korban sextortion dengan membandingkan ketentuan UU ITE
dan UU TPKS.® dan menyimpulkan bahwa UU TPKS lebih
komprehensif karena menyediakan mekanisme pemulihan
korban yang tidak diatur dalam UU ITE. Namun, kajian
tersebut hanya berfokus pada satu bentuk KBGO dan tidak
menelaah hubungan normatif antara kedua undang-undang.
Berbeda dari itu, penelitian ini menganalisis disharmoni UU
TPKS dan UU ITE dalam keseluruhan bentuk KBGO, menilai
implikasinya bagi korban, serta merumuskan model
harmonisasi  berbasis  magqgasid  al-syari‘ah, sehingga
memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih luas.
Keempat, Artikel RA Nabila membahas Perlindungan
Hukum Bagi Driver Online Perempuan Dalam Ekosistem
Ekonomi Digital Dengan Menggunakan Perspektif Magasid
Al-Syari‘ah  Berbasis Keadilan Gender.’* menggunakan

perspektif maqdasid al-syari ‘ah untuk membahas perlindungan

13 VVeren Amanda Taurima dan Veren Amanda Taurima, “Korban
Sekstorsi Perspektif Undang-Undang ITE 2024 Dan UU TPKS 2022,”
Jurnal De Victim. Vol 1 No 1 (2025).

14 Rovi Ayu Nabila, “Perlindungan Hukum Driver Online Wanita
Dalam Ekonomi Digital Perspektif Magasid Syariah Berbasis Keadilan
Gender,” Jurnal Islamic Business Law, Vol 9 No 3 (2025)
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perempuan driver online dalam ekosistem digital, dengan
menekankan pemeliharaan jiwa, martabat, dan harta serta
kebutuhan kebijakan mitigatif yang sensitif gender. Namun,
fokus artikel tersebut terbatas pada risiko kekerasan di sektor
transportasi daring. Berbeda dengan itu, penelitian ini
menitikberatkan pada disharmoni normatif antara UU TPKS
dan UU ITE dalam penanganan KBGO secara keseluruhan
serta implikasi hukumnya berdasarkan magqdasid al-syari‘ah,
sehingga analisisnya terarah pada harmonisasi kebijakan dan

efektivitas perlindungan hukum, bukan pada profesi tertentu.
E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan hukum merupakan salah satu
kerangka fundamental dalam kajian ilmu hukum yang
menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung
jawab untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak
asasi warga negara dari setiap tindakan yang dapat
menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran hak, maupun
ancaman terhadap keselamatan dan martabat manusia.®
Hal ini agar tidak terjadi Injustisia, istilah yang merujuk

pada ketidakadilan atau perlakuan tidak adil dalam

15 Nathania Griseldis Kirsten Moendoeng, “Peran Pemerintah
Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga
Negara Berdasarkan Uud 1945,” Lex Et Societatis, Vol. 7 No. 7 (2019),
him. 46
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berbagai konteks seperti sosial, hukum, ekonomi, atau
politik.*® Dalam konteks (KBGO), teori ini semakin
relevan karena dinamika kekerasan di ruang digital
menempatkan korban, terutama perempuan dan anak,
dalam posisi rentan secara psikologis, sosial, dan hukum.

Konsep perlindungan hukum di Indonesia banyak
dipengaruhi oleh pemikiran Philipus M. Hadjon, yang
membedakan perlindungan hukum menjadi preventif,
melalui aturan yang jelas dan mekanisme pencegahan
yang efektif, serta represif, melalui penyelesaian hukum
ketika pelanggaran telah terjadi.!’ Pemikiran ini lahir dari
interaksi masyarakat yang melahirkan pola pikir, konsep,
dan sikap yang membentuk budaya masyarakat,'® dan
salah satu budaya negatifnya ada diskrimniasi. Maka
perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman,

baik secara fisik maupun psikis, dari ancaman pihak mana

16 M. Nur dkk, “Injustice in the Workload of the Voting
Organizing Group (KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesian
General Election”, Journal Of International Crisis And Risk
Communication, Vol. 7, No. 5. 2024, him. 1

17 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat
Indonesia (Surabaya: PT Bina lImu, 1987), him 25-26

18 Muhammad Nur, Siti Maymanatun Nisa, Tashdieq Ulil Amri
Arhamzah, Imaro Sidgi, Doli Witro, From Text to Context: “The Role of
Kyai in Shaping Modern Islamic Inheritance Law”, Al-Manahij: Jurnal
Kajian Hukum Islam, Vol. 19 No. 1, 2025, him. 32.
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pun.’® Pandangan Hadjon diperkuat oleh Satjipto

Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus
humanistik dan responsif karena “hukum adalah untuk
manusia.” perlindungan korban tidak boleh berhenti pada
formalitas prosedural, melainkan harus responsif terhadap
trauma, kerentanan, dan kebutuhan pemulihan korban,
termasuk penghapusan konten digital dan pencegahan
reviktimisasi.?°

Dalam teori hukum modern, perlindungan hukum
harus memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan
kemanfaatan. Prinsip ini relevan ketika melihat perbedaan
disharmoni orientasi antara UU ITE yang teknis-pidana
dan UU TPKS yang berorientasi pada korban. Hal ini
menimbulkan ketidakadilan, upaya mengatasi
ketidakadilan dapat ditempuh melalui reformasi hukum
dan kebijakan dengan memperbaiki atau menghapus
aturan yang diskriminatif dan tidak adil, peningkatan
pendidikan dan kesadaran publik guna menumbuhkan
pemahaman tentang ketidakadilan serta pentingnya

kesetaraan; serta pemberdayaan masyarakat dengan

19 Nopiana Mozin, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak
Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo,”
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO), Vol. 1 No. 1
(2024), him. 555

20 Gatjipto  Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang
Membebaskan (Jakarta: Kompas, 2009), him. 42.



17

mendukung kelompok rentan atau terpinggirkan agar
mampu memperjuangkan dan melindungi hak-hak
mereka.?!

Dengan demikian, teori perlindungan hukum
menjadi kerangka penting untuk menilai efektivitas dan
harmonisasi UU TPKS dan UU ITE dalam memberikan
perlindungan yang utuh, baik pada tahap pencegahan,
penegakan, maupun pemulihan hak-hak korban, sekaligus
memastikan keamanan, martabat, dan kesejahteraan
korban secara holistik.

2. Teori Magqgasid Al-syart‘ah

Teori Magdsid al-syari‘ah merupakan konsep
fundamental dalam hukum Islam yang menempatkan
tujuan syariat sebagai dasar formulasi dan penerapan
hukum. Meskipun embrionya ditemukan pada al-Juwayni
dan al-Ghazali, perumusan paling komprehensif
dilakukan oleh Abt Ishaq al-Syatib1 dalam a/-Muwafaqat,
yang menegaskan bahwa syariat bertujuan mewujudkan

kemaslahatan dan menolak kerusakan, sehingga hukum

21 Muhammad Nur, Dedy Afriadi, Anggi FP, Muhammad Adib
Alfarisi, “Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group
(KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesian General Election”,
Journal Of International Crisis And Risk Communication Research, Vol.
7, No. 5 (2024), him. 694
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tidak dipahami sebatas teks normatif, tetapi sebagai
instrumen etis untuk menjaga martabat manusia.??

Pemikiran Al-Syatibi mengembangkan struktur
Magqasid dalam tiga tingkatan: al-dariiriyyat, al-hajiyyat,
dan al-tahsiniyyat.?® Dari ketiga tingkatan tersebut, al-
daririyyat memegang posisi utama karena berfungsi
menjaga lima prinsip dasar (al-kulliyyat al-khams), yaitu
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan/martabat, dan
harta. Kelima prinsip ini menjadi standar dalam menilai
apakah suatu tindakan atau kebijakan sejalan dengan
tujuan syariat.

Pada perkembangan modern, pemikir seperti Ibn
‘Asyiir, al-Raisiini, dan Jasser Auda memperluas cakupan
maqasid dengan menekankan nilai-nilai kemaslahatan
kontemporer, termasuk perlindungan martabat manusia,
privasi, keamanan digital, dan kesehatan mental.?*

Pendekatan ini menghadirkan kerangka yang lebih

22 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafagat fi Usil al-Syari‘ah, ed.
‘Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 2004), hlm. 17-18.

23 Mohammad Rasikhul Islam, “Pembagian Magashid Al-Syari’ah
Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat
dan Tahsiniyat),” Celestial Law Journa, Vol. 2 No. 1 (April 2024), him.
91.

24 Riski Maulana Fadli, Achmad Mahrus Helmi, “Maqasid Syariah
Perspektif Ibnu ‘Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual,” Al Bustan Jurnal
Studi Islam dan Sosial Keagamaan, Vol 1, Issue 1 (Juli 2024), him. 99
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responsif terhadap dinamika sosial modern, termasuk
persoalan kekerasan berbasis digital.

Dalam konteks disharmoni antara UU TPKS dan
UU ITE, maqasid menawarkan kerangka filosofis untuk
menilai urgensi perlindungan korban KBGO. Bentuk
kekerasan digital seperti penyebaran konten intim tanpa
persetujuan, ancaman seksual, peretasan, dan sextortion
merupakan tindakan yang merusak hifz al-‘ird,
mengancam hifz al-nafs, mengganggu hifz al-‘agl, dan
berkaitan dengan hifz al-mal karena data pribadi kini
menjadi aset bernilai. Dalam hal ini Perempuan sangat
rentan terkena KBGO, maka Afirmasi perlindungan
perempuan sangat penting karena Islam memandang dan
menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan,
seperti yang disebutkan dalam banyak ayat Al Qur'an.
Artinya, Islam tidak mengajarkan diskriminasi. Jika ada
diskriminasi, maka hal itu dianggap bertentangan dengan
Islam.®

Disharmoni dua regulasi tersebut berpotensi
menimbulkan multitafsir dan reviktimisasi, sehingga
bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga

kemaslahatan publik. Karena dalam kajian Islam

% M. Nur, “Examining Praxis Actions Of Women's Equality In
Islam (Between Conservatism and Liberalism)”, Jurnal In Right, Vol. 4,
No. 1, November 2014, him. 1.
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kebijakan publik harus merepresentasikan proses
transformasi ajaran dan doktrin keagamaan menjadi
norma hukum yang diformalkan serta diberlakukan oleh
negara.?® Solusi dr masalah tersebut adalah kembali pada
dua sendi utama dalam pengelolaan negara yaitu keadilan
dan persamaan. Cukup banyak Alquran bicara tentang
keadilan seperti dalam surah An-Nisa ayat 135 dan surah
Al-Maidah ayat 8.27 Karena itu, penyelarasan keduanya
merupakan kebutuhan normatif sekaligus manifestasi
magqasid dalam menghadirkan keadilan, keamanan, dan
perlindungan yang komprehensif bagi korban.
3. Konsep Harmonisasi Hukum

Konsep harmonisasi hukum digunakan dalam
penelitian ini untuk menilai ketidaksinkronan antara UU
TPKS dan UU ITE dalam penanganan KBGO serta
dampaknya terhadap perlindungan korban. Secara

konseptual, harmonisasi hukum dipahami sebagai proses

%6 Muhammad Nur , lbnor Azli lbrahim, Siti Maymanatun Nisa,
Muhammad Adib Alfarisi, Dedy Afriad, “Negotiating Legal Pluralism:
Sharia and Civil Law Integration in Brunei Darussalam”, Jurnal Legality,
Vol. 33 No.. 2 (2025), him. 539.

27 Muhammad Nur, “Substansi Negara dalam Islam”, Jurnal In
Right, Vol. 1 No. 1, 2011, him. 50
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mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, dan
keseimbangan dalam sistem hukum nasional.?

Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi
merupakan bagian dari teknik pembentukan peraturan
perundang-undangan yang bertujuan menyelaraskan
perbedaan definisi, norma, dan tujuan agar tidak
menimbulkan multiinterpretasi maupun ketidakpastian

hukum.?°

Pandangan ini menegaskan perlunya
harmonisasi horizontal antara UU TPKS dan UU ITE,
terutama karena keduanya memiliki perbedaan orientasi
dalam mengatur kekerasan berbasis gender di ruang
digital.

Harmonisasi juga mencakup penyelarasan unsur-
unsur sistem hukum, meliputi substansi hukum (legal
substance), struktur hukum dan kelembagaannya (legal
structure), serta budaya hukum (legal culture)
sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman.%

Ketiga komponen tersebut harus bekerja secara selaras

2 Kusnu Goesniadi S., Harmonisasi Hukum dalam Perspektif
Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah) (Surabaya: JP
Books, 2006), him. 25.

2 Maria Farida Indrati, llmu Perundang-Undangan: Jenis,
Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), him. 157.

30 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science
Perspective (New York: Russell Sage Foundation, 1975), him. 14-16.
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agar regulasi dapat berfungsi efektif dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk korban KBGO.

Dengan demikian, teori harmonisasi hukum
memberikan kerangka analitis yang kuat untuk
menjelaskan penyebab disharmoni regulasi, menilai
dampak ketidaksinkronan tersebut terhadap perlindungan
korban, serta merumuskan model harmonisasi ideal yang
sejalan dengan prinsip magasid al-syari‘ah, khususnya
perlindungan  jiwa, kehormatan, martabat, dan

kemaslahatan korban.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan
(library research) dengan menelaah sumber-sumber
hukum, seperti perundang-undangan tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), UU Informasi dan
Transaksi Elektronik, kitab-kitab hukum yang berkaiatan
dengan perlindungan hukum , harmonisasi hukum, serta
magqasid al-syari‘ah guna mengevaluasi koherensi
regulasi, pemenuhan hak korban, dan orientasi

kemaslahatan dalam penanganan kekerasan digital.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Unsur
deskriptif digunakan untuk memaparkan ketentuan UU
TPKS dan UU ITE terkait penanganan KBGO, termasuk
struktur norma dan ruang lingkup pengaturannya. Unsur
analitis digunakan untuk menilai secara kritis bentuk
ketidakharmonisan kedua regulasi tersebut dan
merumuskan model harmonisasi yang tepat dengan
menggunakan  teori  harmonisasi  hukum, teori
perlindungan hukum, dan magasid al-syari‘ah. untuk
merumuskan kebutuhan sinkronisasi regulasi guna
menghadirkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan
berkeadilan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi pendekatan perundang-undangan, (statute
approach), pendekatan konseptual (conseptual approach,
pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan
(comparative approach).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk
menelaah secara sistematis ketentuan UU TPKS, UU ITE,
serta regulasi terkait lainnya. Pendekatan konseptual
digunakan untuk mengkaji teori harmonisasi hukum, teori
perlindungan hukum, dan teori magqdsid al-syari‘ah

sebagai dasar penilaian kesesuaian norma dan pemenuhan
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hak korban. Pendekatan kasus digunakan sebagai ilustrasi
penerapan norma melalui analisis kasus atau putusan
KBGO, bukan sebagai data empiris, tetapi sebagai alat
legal reasoning untuk menilai relevansi norma.
Pendekatan perbandingan dilakukan dengan
membandingkan pengaturan mengenai Kekerasan
Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (UU TPKS) dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
beserta perubahan-perubahannya (UU ITE).

Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi
persamaan, perbedaan, serta tingkat harmonisasi norma
hukum, khususnya terkait ruang lingkup pengaturan,
rumusan tindak pidana, orientasi perlindungan korban,
dan mekanisme penegakan hukum terhadap KBGO. Hasil
perbandingan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis
bentuk  disharmoni kedua undang-undang serta
merumuskan model harmonisasi hukum yang mampu
memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi
korban sesuai dengan perspektif magqasid al-syari ‘ah.
Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi
kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan

dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel
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akademik, laporan lembaga negara maupun masyarakat
sipil, dan literature lain yang relevan dengan persoalan
harmonisasi hukum, perlindungan korban, serta
kebutuhan pembaruan hukum di era digital. Studi
dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan naskah
undang-undang, risalah pembentukan undang-undang,
putusan pengadilan, dan dokumen resmi lain yang dapat
mendukung analisis terhadap konflik norma dan
perlindungan korban KBGO. Seluruh teknik ini sesuai
dengan metode penelitian hukum normatif yang
mengandalkan otoritas teks sebagai sumber utama data.
Sumber Data

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 UU ITE,
peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan. Bahan
hukum sekunder meliputi literatur mengenai teori
harmonisasi hukum, teori perlindungan hukum, magasid
al-syari‘ah, serta laporan lembaga seperti Komnas

Perempuan dan SAFEnet. Bahan hukum tersier berupa
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kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas
konsep yang digunakan.
6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif
normatif, dengan mengidentifikasi ketentuan UU TPKS
dan UU ITE yang berpotensi tidak selaras. Teori
harmonisasi  hukum  digunakan untuk  menilai
kemungkinan penyelarasan norma, teori perlindungan
hukum  dipakai untuk mengevaluasi efektivitas
perlindungan korban, dan teori magqasid al-syari‘ah
digunakan untuk menilai kesesuaian hasil analisis dengan
prinsip perlindungan jiwa, martabat, akal, kehormatan,
dan keamanan. Melalui analisis terpadu ini, penelitian
diharapkan menghasilkan model harmonisasi yang kuat

secara normatif dan selaras dengan nilai kemaslahatan.
G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima)
pokok pembahasan yang diuraikan ddala sistematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab I membahas latar belakang meningkatnya KBGO
dan masalah disharmoni antara UU TPKS dan UU ITE,
kemudian merumuskan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan
pustaka, metode, dan alur penulisan tesis. Sistematika

pembahasan
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Bab II menguraikan kerangka teori yang digunakan,
yaitu teori perlindungan hukum, teori magqdasid al-syari‘ah,
dan konsep harmonisasi hukum, sebagai dasar analitis untuk
menilai kesesuaian norma dan orientasi perlindungan korban
KBGO.

Bab III menjelaskan objek dan ruang lingkup penelitian
melalui penjabaran ketentuan serta regulasi UU TPKS dan UU
ITE yang terkait KBGO, Bab ini juga menegaskan fokus dan
batasan penelitian dalam kerangka yuridis normatif.

Bab IV menyajikan analisis utama mengenai bentuk
disharmoni kedua undang-undang dan dampaknya terhadap
perlindungan korban, kemudian merumuskan model
harmonisasi hukum yang ideal dengan memadukan teori
harmonisasi, teori perlindungan hukum, dan magdsid al-
syari‘ah.

Bab V memuat kesimpulan mengenai temuan penelitian
serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak
hukum, dan lembaga layanan untuk memperkuat perlindungan

korban KBGO.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Disharmoni UU TPKS dan UU ITE serta
Dampaknya terhadap Korban. Penelitian ini menemukan
bahwa ketidakselarasan antara UU TPKS dan UU ITE
bukan sekadar tumpang tindih pengaturan administratif,
melainkan konflik kualifikasi yuridis yang bersumber dari
perbedaan paradigma hukum secara fundamental. UU
TPKS dibangun di atas paradigma victim-oriented dengan
unsur inti ketiadaan persetujuan (non-consent), sementara
UU ITE (Pasal 27 ayat 1) tetap bertumpu pada paradigma
netral-gender dan teknosentris yang semata-mata menyoal
muatan kesusilaan publik tanpa mempertimbangkan
aspek persetujuan korban.

Titik krusial yang menjadi temuan penelitian ini
adalah kegagalan fungsi lex specialis derogat legi
generali akibat dua faktor yang bekerja secara kumulatif.
Pertama, tidak adanya klausul derogasi eksplisit dalam
UU TPKS yang menegaskan keunggulannya atas UU ITE
untuk kasus KBGO. Kedua, paradoks kronologis pada
revisi UU ITE tahun 2024 yang, meski terbit setelah UU
TPKS, tetap mempertahankan norma lama tanpa

penyesuaian terhadap eksistensi UU TPKS. Kombinasi
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kedua faktor ini membuka ruang unguided discretion bagi
aparat penegak hukum dan secara struktural memberi
insentif untuk memilih UU ITE, karena pembuktian unsur
pidananya lebih sederhana dibandingkan UU TPKS yang
menuntut pembuktian dimensi ketiadaan persetujuan.
Disharmoni tersebut bermuara pada kegagalan
struktural negara dalam memberikan perlindungan, yang
termanifestasi dalam empat bentuk konkret. Pertama
tingginya risiko kriminalisasi korban akibat tidak adanya
pembeda posisi korban dan pelaku dalam rantai distribusi
konten privat pada UU ITE. Kedua reviktimisasi dan
retraumatisasi, karena mekanisme pembuktian UU ITE
mewajibkan visualisasi konten intim di ruang siding.
Ketidakpastian hukum berupa unguided discretion bagi
aparat dalam menentukan dasar hukum yang digunakan.
Keempat skema legal lottery, yaitu hilangnya hak
pemulihan dan restitusi korban semata-mata karena faktor
kebetulan pilihan pasal oleh aparat, bukan karena
substansi perbuatan pelaku. Konsep legal lottery inilah
yang menjadi sumbangan konseptual penelitian ini untuk
menjelaskan secara lebih presisi mengapa disharmoni
norma berdampak langsung dan tidak proporsional
terhadap pemenuhan hak korban KBGO.
. Dianalisis melalui kerangka maslahah dan mafsadah, UU

TPKS terbukti merupakan manifestasi kemaslahatan
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hakiki (al-maslahah al-haqiqiyyah) karena secara
eksplisit melindungi hak otonomi tubuh korban KBGO.
Sebaliknya, dualisme norma dan ketidakpastian yang
timbul akibat bertahannya UU ITE sebagai jalur
penerapan alternatif justru melahirkan mafsadah nyata
yang, berdasarkan kaidah dar'u al-mafdsid mugaddam
‘ald jalb al-masalih, wajib didahulukan penghapusannya
daripada sekadar mengoptimalkan manfaat prosedural
UU ITE. Konflik norma ini memicu minimnya
kemaslahatan  universal, meliputi:  Hifz al-‘Ird
(Kehormatan) berupa kelalaian sistemik negara (taqsir)
dalam menjamin kepastian pelindungan harga diri korban;
Hifz al-Nafs (Jiwa) berupa trauma berkelanjutan
(continuous harm) akibat mekanisme hukum yang tidak
humanis (la darar wa la dirar).

Temuan sentral sekaligus kebaruan (novelty)
penelitian ini terletak pada identifikasi inversi hierarki
maqasid yang bersifat sistemik dalam praktik penegakan
KBGO, vyaitu kondisi di mana sistem hukum secara
konsisten mendahulukan kemudahan prosedural aparat
(hajiyyat/tahsiniyyat) di atas perlindungan primer korban
(dariiriyyat). Kebaruan ini diperkuat melalui sistem
kontemporer Jasser Auda (wholeness, purposefulness,
openness) untuk mendiagnosis disharmoni UU TPKS dan

UU ITE secara menyeluruh sebuah kombinasi kerangka
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yang belum ditemukan pada penelitian-penelitian
terdahulu mengenai KBGO, baik yang hanya menyoroti
UU ITE secara tunggal, yang membatasi kajian pada satu
bentuk KBGO tertentu, maupun yang menerapkan
maqasid al-syari‘ah pada konteks di luar disharmonisasi
UU TPKS dan UU ITE. Berdasarkan sintesis inilah,
penelitian ini menyimpulkan bahwa negara secara moral
wajib  melakukan  harmonisasi  substantif  untuk
mengintegrasikan seluruh komponen hukum, dengan
menempatkan korban KBGO, bukan kemudahan

administratif aparat , sebagai subjek hukum utama..

. Saran

Pembentuk undang-undang perlu melakukan sinkronisasi
dan harmonisasi normatif antara UU TPKS dan UU ITE
melalui revisi terbatas maupun penyusunan pedoman
interpretatif yang menegaskan prioritas penggunaan UU
TPKS dalam kasus KBGO yang berkarakter kekerasan
seksual. Proses sinkronisasi ini mencakup penyelarasan
definisi, unsur delik, dan mekanisme penanganan perkara
antara kedua undang-undang, sehingga tidak terjadi
tumpang tindih norma yang berpotensi menimbulkan
disharmonisasi penerapan di lapangan. Penegasan ini

penting untuk mengurangi multitafsir aparat penegak
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hukum dalam memilih dasar hukum, sekaligus
memastikan kepastian hukum bagi korban KBGO.

. Aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan
hakim) perlu diberikan penguatan kapasitas melalui
pedoman teknis penanganan perkara KBGO yang berbasis
perspektif korban (victim-centered approach) serta
perspektif gender. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa proses penegakan hukum tidak justru memperkuat
posisi rentan korban.

. Diperlukan integrasi pendekatan perlindungan hukum
progresif dengan prinsip magqgasid al-syari‘ah dalam
pembentukan kebijakan hukum nasional, terutama dalam
aspek perlindungan kehormatan, keselamatan, dan
martabat manusia. Pendekatan ini dapat menjadi basis
normatif tambahan untuk memperkuat arah kebijakan
hukum yang lebih humanis.

. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas
implementasi UU TPKS dalam kasus-kasus KBGO secara
empiris, khususnya terkait putusan pengadilan dan praktik
penyidikan, guna menguji sejauh mana harmonisasi

hukum benar-benar bekerja dalam praktik.
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